SALINAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas

pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Bhakti Dharma
Husada, maka perlu didukung sumberdaya kesehatan yang
memadai;

. bahwa agar RSUD Bhakti Dharma Husada dapat memberikan

pelayanan kesehatan secara optimal, bermutu dan terjangkau,
maka perlu ditunjang sistem penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan pembiayaan yang memadai;

. bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan

kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Bhakti Dharma Husada dapat berasal dari pungutan retribusi
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 111 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5072);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI1/1997
tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan

DAN
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA
HUSADA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kota Surabaya.

Instalasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
adalah unit-unit strategis RSUD tempat diselenggarakannya
kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik
pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa
pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.



7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien
untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang
rawat inap.

8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan  yang harus  diberikan  secepatnya  untuk
mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati
tempat tidur di ruang rawat inap.

10.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas
jasa pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Bhakti Dharma Husada.

11.Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang
dilaksanakan oleh tenaga medik.

12.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa
pembiusan.

13.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa
pembedahan.

14.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk
penunjang penegakan diagnosis.

15.Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah
pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam
bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara,
ortolik/prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi
serta rehabilitasi lainnya.

16.Pelayanan Obstetri dan Gynekologi adalah Pelayanan
kebidanan dan kandungan yang diberikan kepada pasien
wanita dalam rangka observasi, diognosis, pengobatan atau
pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat
darurat maupun rawat inap.

17.Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan
paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang
selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut
serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di
rumah sakit.

18.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang
diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung
berhubungan dengan pelayanan medik.



19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan
dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.

20.Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap
kegawatdaruratan  termasuk evakuasi medik dan/atau
pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah
sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke
rumah sakit yang lebih mampu.

21.Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan kepentingan hukum.

22.Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang
meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang
dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

23.Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi
pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit
menular yang membahayakan.

24.Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan
observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa
pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama
dengan jenis pelayanan yang meliputi ICU, ICCU dan NICU.

25.Pelayanan Intermediete adalah pelayanan pada pasien dengan
observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali
untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif
jika kondisinya memburuk.

26.Pelayanan Kelas | dan Kelas Utama adalah pelayanan khusus
pasien privat dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai
kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh dokter spesialis yang
dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.

27.Pelayanan Kelas Umum adalah pelayanan dengan fasilitas
standar umum terdiri dari kelas 11l dan kelas Il tanpa dibedakan
mutu pelayanannya.

28.Pelayanan Penyegeraan adalah pelayanan kesehatan diluar
kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk
penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan
medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera
mungkin.

29.Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (On
Site) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas
indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien
dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.

30.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada
masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang
diterimanya.



